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BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : H*— TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap
Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap
Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun
Anggaran 2020

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4351);

3.Undang-Undang
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

10.Peraturan



ll.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1838);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1012);

17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006
tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah
Utama, Permata, Wih Pesam, Timang GajahdanPintu
Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran
DaerahKabupatenBenerMeriah Tahun 2006 Nomor 43
Seri E);

18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006
tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten
Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener
Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);

19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah,
Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam
Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);

19.Qanun



20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);

21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun
2019 Nomor 140);

22. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019
Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN) SETIAP KAMPUNG DALAM
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bener Meriah.

4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu
tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Pemerintah Kampung adalah Reje atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

7.Pemerintahan



7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur
Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas

Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur
kewilayahan yang disebut Dusun.

9. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih
secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat

yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat
setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka
Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang
berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat

Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat setempat serta melakukan
pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung.

10. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama

lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan Kampung.

13. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki
Kampung meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan
Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan
Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
Adat Istiadat Kampung.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15.Jumlah



15.Jumlah Kampung adalah 232 Kampung, jumlah
Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeri.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang
selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bener Meriah
Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b.Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 3
Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar
per kabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78

Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada
Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal
yang memilikijumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam
pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa,
capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan desa.

Pasal 6
Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
bobot sebagai berikut:

a.Pengelolaan



a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot

25%; dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan

bobot 35%.

Pasal 7
iDfy "(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6

huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap
total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang
pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang
APBDes.

(2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf
b dinilai dari persentase kesesuaian bidang
pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas
dana desa terhadap total dana desa dan persentase
pengadaan barangjasa dana desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana
pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi
anggaran dana desa dan persentase capaian output
dana desa.

Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana
pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM,
perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan
jumlah penduduk miskin.

Pasal 8
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari Kementerian yang berwenang
dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan
menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)>
* AF Kab/Kota

Keterangan:
AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
Zl = rasio jumlah penduduk setiap Kampung

terhadap total penduduk Kampung
Kabupaten Bener Meriah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Kampung terhadap total penduduk miskin
Kampung Kabupaten Bener Meriah.

Z3



rasio luas wilayah setiap Kampung
terhadap total luas wilayah Kampung
Kabupaten Bener Meriah.
rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG
Kampung Kabupaten Bener Meriah.
Alokasi Formula kabupaten Bener Meriah.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di
Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener
Meriah ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Z3

Z4

AF Kab/Kota =

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Kampung.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari keija setelah Dana Desa diterima
di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan
penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I
dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan
Kampung mengenai APBKampung dari Reje Kampung.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahun anggara sebelumnya dari Reje Kampung.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sampai dengan tahap II dari Reje Kampung, serta
laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa
tahun anggaran sebelumnya.

(6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap Idan tahap II
secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa
mengenai APBDes; dan

b.tahap &



b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
desa tahun anggaran sebelumnya.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dan rata-rata capaian output
menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh
persen).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian output dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume
output, cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta
pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi;

4. informasi dan komunikasi; dan

5. sosial.

b.pengadaan



b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial
dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta

peningkatan kualitas:

1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat Desa meliputi:

1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm)

dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan,
dan pengolahan pasca panen; dan

3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off
farm) dan/atau perikanan berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi dan
pemasaran yang difokuskan pada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam
untuk:

l. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
sosial untuk:

1. konflik sosial; dan

2. bencana sosial.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati Bener Meriah.

(3) Persetujuan Bupati Bener Meriah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi
rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 13
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati Bener Meriah mengenai kegiatan yang dibiayai
dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan
ft



(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 14
(1) Reje Kampung bertanggung jawab atas penggunaan

Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 15

(l)Bupati Bener Meriah menunda penyaluran Dana Desa,
dalam hal:
a. Bupati Bener Meriah belum menerima dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat

(4) atau ayat (5);
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap Itahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa
tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;

(5) Bupati Bener Meriah melaporkan Dana Desa yang tidak
disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana



(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya;

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa;

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati Bener Meriah dengan
tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

(1) Bupati Bener Meriah menyalurkan kembali Dana Desa
yang ditunda dalam hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b.sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati Bener Meriah melaporkan sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa. 1

(4) Bupati Bener Meriah memberitahukan kepada Reje
Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati Bener Meriah menganggarkan kembali sisa Dana
Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6)Dalam



(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran beijalan, Bupati Bener Meriah menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

(7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan
permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

(1) Bupati Bener Meriah melakukan pemotongan penyaluran
Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga
puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati Bener Meriah melaporkan pemotongan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Pasal 17

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener
Meriah

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 05 Desember 2019 M

08 Rabi'ul Akhir 1441 H

ÿBUPAT NER MERIAH,y(/

Diundangkan di
pada tanggal

:Redelong
: 05 Desember 2019 M
08 Rabi'ul Akhir 1441H

RAWI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAHÿ

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR :Mt-
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Lampiran II : Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : Hÿ-Tahun2019
Tanggal :05 Desember 2019 M

08 Rabi'ul Akhir 1441 H

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pelestarian Lingkungan Kampung

Kegiatan ini untuk mengatasi pembuangan sampah di sembarang tempat, dianjurkan untuk membuat tempat Pembakaran Sampah
dan bila memungkinkan dibuat tempat pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan Pendapatan Kampung, selain itu Kegiatan ini
juga bertujuan agar kampung menjadi bersih, tertata, indah dan rapi. Pemerintah Kampung harus mengalokasikan dana untuk
kegiatan :

T5T--T

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana

1 Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan Taman Milik Desa

1. Penanaman Bunga
disepanjang pinggir jalan
utama dan jalan kampung
(wajah kampung)

2. Adanya Taman Kampung
3. Pembersihan rumput di

sepanjangjalan kampung
(wajah kampung)

Lingkungan tertata rapi
dan indah Minimal

Rp. 20.000.000

2 Pembangunan/ Rehabilitasi/
Peningkatan Fasilitas Pengelolaan
Sampah Desa/Permukiman

1. Adanya alat pemusnah sampah
2. Adanya alat pengelolaan sampah
3. Adanya tempat pembuangan

sampah

Lingkungan kampung
menjadi bersih

Minimal
Rp. 25.000.000

3 Pemeliharaan Jalan Milik Kampung Perbaikanjalan kampung yang
rusak

Kualitas jalan kampung
menjadi lebih baik

Sesuai kebutuhan

?



• •4 Pengelolaan Lingkungan Hidup Penanaman Pohon yang bernilai Mencegah terjadinya Sesuai kebutuhan
Kampung ekonomis misalnya Alpukat di erosi tanah

daerah rawan bencana

2. Pencegahan Stunting di Kampung

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya.
Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya
tampak setelah anak berusia 2 tahun. Dalam rang pencegahan stunting Pemerintah Kampung harus menyelenggarakan 5 (lima)
Paket Layanan Pencegahan Stunting di antaranya :

1. Layanan Kesehatan Ibudan Anak;
2. Layanan Konseling Gizi Terpadu/Terintegrasi;
3. Layanan Air Bersih;
4. Layanan Perlindungan Sosial; dan
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana

1 Penyelenggaraan Posyandu
(Makanan Tambahan, Kelas Ibu
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
Posyandu)

Terselenggaranya Kegiatan
Posyandu di Kampung

1. Terbayarnya Insentif Kader
posyandu

2. Terlaksananya kelas Ibu
Hamil dan Kelas Lansia

3. Terlaksananya layanan
kesehatan bagi ibu dan
anak

Sesuai kebutuhan

2 Penyediaan Makanan Sehat untuk
Peningkatan Gizi Balita, Anak
Sekolah dan Ibu Hamil

Adanya peningkatan gizi pada
balita, anak sekolah dan ibu
hamil

Adanya pemberian makanan
tambahan bagi balita, anak
sekolah dan ibu hamil

Minimal
Rp. 18.000.000

3 Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Kampung

Terselenggaranya

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
Terbayarnya insentif guru

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
Sesuai kebutuhan



? f
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Reje Kampung dan aparaturnya, serta Petue dan Anggotanya agar kualitas
pelayanan pemerintahan kampung menjadi meningkat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk menunjang kegiatan tersebut
pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana
1 Peningkatan kapasitas Reje Kampung

BagiRejebarudilantik.
Meningkatnya kualitas reje
kampung dalam mengelolan
pemerintahan kampung

Pelatihan bagi reje
kampung

Sesuai kebutuhan

2 Peningkatan kapasitas perangkat
Kampung

Meningkatnya kualitas perangkat
kampung guna menunjang roda
pemerintahan kampung sehingga
berjalan sesuai dengan aturan yang
beelaku

Pelatihan bagi perangkat
kampung

Sesuai kebutuhan

3 Peningkatan kapasitas Petue Meningkatkatnya kualitas petue
sehingga dapat melakukan tugas

pokok dan fungsi sesuai dengan
aturan yang berlaku

Pelatihan bagi petue Sesuai kebutuhan

4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi
Kegiatan ini diperuntukan bagi Anak putus sekolah dan atau masih sekolah dari keluarga Rumah Tangga Miskin serta Murid
berprestasi(Anak sekolah setara SD, SMP dan SMA di Kampung). untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus
mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana
1 Dukungan Pendidikan bagi Siswa

Miskin/Berprestasi
Siswa/Siswi dari rumah tangga
miskin dan berprestasi dapat
melanjutkan pendidikannya

Tidak ada lagi

siswa/siswi yang
mengalami putus sekolah

Minimal
Rp. 1.000.000/Anak /Thn



# •5. Kepastian Kepemilikan Identitas Hukum
Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan identitas hukum serta memastikan seluruh
masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah memiliki identitas hukum yang jelas, untuk menunjang kegiatan
tersebut pemerintah kampung hams mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana

1 Pemberdayaan Petugas Registrasi
Kampung untuk Perlindungan
Data Keluarga(Kepastian
Kepemilikan Identitas Hukum)

Seluruh masyarakat
mempunyai kepemilikan
identitas hukum

1. Terbayarnya Insentif Petugas
Registrasi Kampung (PRK)

n
2. Terlaksananya pengurusan Identitas

Hukumyang dilakukan oleh PRK

Sesuai kebutuhan

6. Pelatihan/Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa/Website Desa
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang keterbukaan informasi, transparansi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, kemudahan
dalam penyampaian pelaporan dan kemudahan penyampaian informasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga masyarakat dapat
dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus
mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana

1 Pelatihan/Pengelolaan/Pengembangan
Aplikasi Sistem Informasi

Desa/Website Desa

1. Terbayarnya insentif
Operator Web Kampung

2. Tersedianya informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat

1. Terlaksananya pengelolaan
Web Kampung

2. Adanya keterbukaan
informasi dan transparansi
dalam pelaksanaan roda
pemerintahan kampung

Sesuai kebutuhan



7. Produk Unggulan Kampung
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan kampung dalam rangka mendukung
peningkatan perekonomian kampung, untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk
kegiatan :

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana

1 Pengembangan Usaha Badan Usaha
Milik Kampung

Pameran Produk Unggulan Peningkatan perekonomian
kampung

Sesuai kebutuhan

8. Literatur Pustaka Desa
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca masyarakat serta menunjang proses pembelajaran anak sehingga
kualitas pengetahuan anak meningkat dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi lebih baik, untuk mendukung kegiatan
tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No Kegiatan Indikator Output Jumlah Dana
1 Pengelolaan Perpustakaan Milik

Kampung (Pengadaan Buku-buku
Bacaan, Honor Penjaga untuk
Perpustakaan/Taman Bacaan
Kampung)

Pengadaan Buku Bacaan Buku Bacaan Sesuai kebutuhan

2 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkat
an Sarana Prasarana Perpustakaan/
Taman Bacaan Kampung/ Sanggar
Belajar Milik Kampung

Pembangunan
Perpustakaan/Taman Bacaan
Kampung/Sanggar Belajar
Milik Kampung

Perpustakaan Kampung Sesuai kebutuhan

9. Program Inovasi Kampung
Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan Program Inovasi Kampung sesuai dengan yang tertera dalam kartu
komitmen minimal 1Kegiatan.

BUPATI R MERIAH

KAWI



Lampiran III Peraturan Bupati Bener Me.riah
Nomor : L|2-Tahun2019
Tanggal : 05 Desember 2019 M

08 Rabi'ul Akhir 1441H

PROGRAM PILIHAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN BENER MER1AH

TAHUN ANGGARAN 2020

No Bidang Sub Bidang Kode
Rekening

Kegiatan Kegiatan Prioritas Kemendesa
Nomor 11Tahun 2019

1 BIDANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KAMPUNG

Sub Bidang
Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan
Sipil, Statistik
dan Kearsipan

01.03.02 Penyusunan/ Pendataan/Pemutakhiran Profil
Kampung (profil kependudukan dan potensi
Kampung)**

1. pendataan potensi dan aset Desa
2. penyusunan profil Desa/data Desa
3. pendataan penduduk rentan

(misalnya anak dengan kebutuhan
khusus, kepala rumah tangga
perempuan, dan sebagainya)
sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan yang bersifat aflrmasi

01.03.03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan
pemerintahan Kampung

penyusunan peta aset Desa

01.03.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat
tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sosialisasi tentang kependudukan
bagi kelompok masyarakat dan
keluarga

01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung
secara Partisipatif

1. penyusunan data untuk pengisian
aplikasi sistem perencanaan,
penganggaran, analisis, dan
evaluasi kemiskinan terpadu

2. dukungan penetapan IDM
Sub Bidang
Tata Praja
Pemerintahan,
Perencanaan,
Keuangan dan
Pelaporan

01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Kampung/Pembahasan APBKampung (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll.,
bersifat reguler)

1. penyebarluasan informasi kepada
masyarakat Desa perihal hal- hal
strategis yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa

2. penyelenggaraan musyawarah
Desa /\



01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung
lainnya (musdus, rembugwarga, dll.,yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan
Kampung)

1. penyelenggaraan musyawarah
kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal

2. rembug stunting di Desa
3. rembug anak Desa khusus sebagai

bagian dari musrenbangdes
4. penyusunan usulan kelompok

warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok
marginal

01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung
(RPJMKampung/RKPKampung,dll)

1. penyusunan arah pengembangan
Desa

2. penyusunan rancangan
program/kegiatan pembangunan
Desa yang berkelanjutan

2 BIDANG
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KAMPUNG

Sub Bidang
Pendidikan

02.01.01 Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Kampung**(Bantuan Honor
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

1. Insentif untuk Kader PAUD
2. bantuan insentif guru/pembina

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru
taman belajar keagamaan, taman
belajar anak dan fasilitator pusat
kegiatan belajar masyarakat
(PKBM)

3. penyelenggaraan pengembangan
anak usia dini secara holistik
integratif (PAUD HI)

4. penyelenggaraan kelas
pengasuhan/parenting bagi
orangtua anak usia 0-2 tahun

02.01.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,
Sarana PAUD, dst)

1. buku dan peralatan belajar PAUD
lainnya

2. wahana permainan anak di PAUD
02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi

Masyarakat
1. pembiayaan pelatihan guru PAUD

tentang konvergensi pencegahan
stunting di Desa



Ok 2. penyelenggaraan pendidikan
keluarga dan penguatan parenting
bagi orang tua yang memiliki anak
usia sekolah

02.01.05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Kampung**

pengembangan
bangunan/rehabilitasi gedung PAUD
untuk PAUD HI

*1
02.01.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Peng

adaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif
(APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Kampung**

1. bangunan PAUD bagi Desa yang
belum ada gedung PAUD

2. taman belajar keagamaan
3. sarana dan prasarana bermain

dan kreatifitas anak
02.01.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik
Kampung**

1. taman bacaan masyarakat
2. bangunan perpustakaan Desa
3. buku/bahan bacaan

u 02.01.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
dan Belajar

peralatan kesenian dan kebudayaan

02.01.90 Dukungan Pendidikan bagi Siswa
Miskin/Berprestasi

1. bantuan pendampingan kepada
anak tidak sekolah (ATS) bagi
warga miskin

2. pemberian bantuan peralatan
pendidikan sebelum anak diterima
di satuan pendidikan bagi warga
miskin

3. pemberian bantuan biaya
pendidikan untuk anak dari
keluarga tidak mampu, minimal
jenjang pendidikan menengah

Sub Bidang
Kesehatan

02.02.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung
(PKK)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan;
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin, dst)

1. pendampingan pasca persalinan,
kunjungan nifas, dan kunjungan
neonatal

2. pendampingan untuk pemberian
imunisasi, stimulasi
perkembangan anak, peran ayah
dalam pengasuhan, dll n



11 3. sosialisasi dan kampanye
imunisasi

02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan
Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)

Insentif untuk kader posyandu

02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
(untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader
Kesehatan, dll)

1. kampanye dan promosi gerakan
makan ikan

2. praktek atau demo pemberian
makanan bagi bayi dan anak
(PMBA), stimulasi tumbuh
kemban, PHBS, dan lain lain di
layanan kesehatan dan sosial
dasar Desa Posyandu, BKB, PKK,
dll)

3. perawatan kesehatan dan/atau
pendampingan untuk ibu hamil,
nifas dan menyusui, keluarganya
dalam merawat anak dan lansia

4. kampanye dan promosi perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS),
gizi seimbang, pencegahan
penyakit seperti diare, penyakit
menular, penyakit seksual,
HIV/AIDS tuberkulosis,
hipertensi, diabetes mellitus dan
gangguan jiwa

5. sosialisasi dan promosi keluarga
berencana serta kesehatan
reproduksi di tingkat Desa

6. kampanye kependudukan,
keluarga berencana dan
pembangunan keluarga

1



7. pelatihan kader kesehatan
masyarakat untuk gizi,
kesehatan, air bersih, sanitasi,
pengasuhan anak, stimulasi, pola
konsumsi dan lainnya

8. pelatihan kader untuk
melakukan pendampingan dalam
memberi ASI, pembuatan
makanan pendamping ASI,
stimulasi anak, cara menggosok
gigi, dan cuci tangan pakai sabun
untuk 1000 hari pertama
kehidupan

9. pelatihan kader kependudukan,
keluarga berencana dan
pembangunan keluarga

10. pelatihan hak-hak anak,
ketrampilan pengasuhan anak
dan perlindungan Anak

02.02.04 Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan 1. pengadaan media komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE)
terkait hak anak, gizi dan
kesehatan ibu dan anak serta isu
anak lain, keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi di Desa

2. pelatihan pengembangan apotek
hidup Desa dan produk
hotikultura

02.02.90 Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan
Gizi Balita, Anak Sekolah dan Ibu Hamil

pemantauan pertumbuhan dan
penyediaan makanan sehat untuk
peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah;

Sub Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

02.03.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Peng
erasan Jalan Kampung **

1. Pedestrian
2. jalan poros Desa



02.03.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Peng
erasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **

jalan pemukiman

02.03.12 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Peng
erasan Jalan Usaha Tani **

jalan Desa antara permukiman ke
wilayah pertanian

02.03.13 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Peng
erasan Jembatan Milik Kampung **

jembatan Desa

02.03.14 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan lain) **

1. penerangan lingkungan
pemukiman

2. selokan
3. gorong-gorong

02.03.19 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
Embung Kampung**

1. bendungan berskala kecil
2. pembangunan atau perbaikan

embung
Sub Bidang
Kawasan
Pemukiman

02.04.01 Dukungan pelaksanaan program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

pembangunan dan/atau perbaikan
rumah untuk warga miskin

02.04.10 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan
Sumur Resapan **

sumur resapan

02.04.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur
Bor, dll)**

1. tandon air bersih atau penampung
air hujan bersama

2. air bersih berskala Desa
3. kolam untuk mata air

02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga(pipanisasi, dll) **

pipanisasi untuk mendukung
distribusi air bersih kerumah
penduduk

02.04.14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan
Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **

1. jambanisasi
2. mandi, cuci, kakus (MCK)

02.04.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Fasilitas Pengelolaan Sampah
Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank
Sampah, dll)**

1. tempat pembuangan sampah
2. gerobak sampah
3. kendaraan pengangkut sampah
4. mesin pengolah sampah
5. pembangunan bank sampah Desa
6. pengolahan limbah sampah
7. pengelolaan sampah berskala

rumah tangga

f



02.04.16 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air
limbah Rumah Tangga)**

1. Drainase
2. pengelolaan sarana pengolahan air

limbah
3. pelatihan pengolahan limbah

02.04.17 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung**

pembangunan ruang terbuka hijau

Sub Bidang
Kehutanan dan
Lingkungan
Hidup

02.05.01 Pengelolaan Hutan Milik Kampung 1. pengelolaan hutan Desa
2. pengelolaan hutan adat
3. hutan kemasyarakatan
4. hutan tanaman rakyat
5. kemitraan kehutanan

02.05.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung 1. pencegahan kebakaran hutan
2. pembibitan tanaman keras
3. pengelolaan usaha hutan Desa
4. pengelolaan usaha hutan sosial
5. pembibitan pohon langka
6. reboisasi

Sub Bidang
Perhubungan,
Komunikasi,
dan Informatika

02.06.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal

jaringan internet untuk warga Desa

02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung
(Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

sosialisasi penggunaan dana Desa

02.06.90 Pelatihan/Pengelolaan/ Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Desa/Website Desa

1. website Desa
2. sistem informasi Desa
3. pengembangan sistem informasi

Desa (SID)
4. pengembangan sistem administrasi

keuangan dan aset Desa berbasis
data digital

5. pengembangan laporan keuangan
dan aset Desa yang terbuka untuk
publik

6. pengembangan sistem informasi
Desa yang berbasis masyarakat

1



Sub Bidang
Energi dan
Sumber Daya
Mineral

02.07.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat
Kampung **

1. pembangkit listrik tenaga
mikrohidro

2. pembangkit listrik tenaga diesel
3. pembangkit listrik tenaga

matahari
4. pembangkit listrik tenaga angin
5. instalasi biogas
6. jaringan distribusi tenaga listrik

(bukan dari PLN)
7. pengolahan limbah peternakan

untuk energi biogas
8. pembuatan bioethanol dari ubi

kayu
9. pengolahan minyak goreng bekas

menjadi biodiesel
10. pengelolaan pembangkit listrik

tenaga angin
11. pengelolaan energi tenaga

matahari
12. pelatihan pemanfaatan energi

tenaga matahari
Sub Bidang
Pariwisata

02.08.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

1. jalan Desa antara permukiman ke
lokasi wisata

2. gazebo
3. pagar pembatas
4. kios cenderamata
5. pusat jajanan kuliner
6. pembuatan media promosi (brosur,

leaflet, audio visual)
02.08.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung 1. Pelatihan pemandu Wisata

2. Interpretasiwisata
3. Pelatihan Bahasa Asing
4. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata

3 BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
KAMPUNG

Sub Bidang
Kebudaj'aan
dan Keagamaan

03.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan
Tingkat Kampung

1. pelatihan dan penyelengaraan
kursus seni budaya

J



2. bantuan pemberdayaan bidang
seni, budaya, agama, olahraga,
dan pendidikan non formal lainnya

Sub Bidang
Kepemudaan
dan Olah Raga

03.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah
Raga Milik Kampung**

Pembangunan atau renovasi sarana
olahraga Desa

Sub Bidang
Kelembagaan
Masyarakat

03.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1. Insentif untuk kader
pembangunan manusia (KPM)

2. pelatihan untuk kader
pembangunan manusia (KPM)

3. penyuluhan manfaat data
kependudukan bagi kader
pembangunan Desa

03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan

1. pelatihan pengelolaan kapasitas
kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)

2. peningkatan peran mitra Desa
dalam pengelolaan pengembangan
keterampilan kelompok UPPKS
berbasis era Digitalisasi

4 BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KAMPUNG

Sub Bidang
Kelautan dan
Perikanan

04.01.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik
Kampung**

1. kolam ikan
2. sarana budidaya ikan (benih,

pakan, obat, kincir dan pompa air)
3. kolam budidaya
4. pelatihan pembenihan ikan
5. pelatihan usaha pemasaran dan

distribusi produk perikanan
Sub Bidang
Pertanian dan
Peternakan

04.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat
Produksi dan pengolahan pertanian,
penggilingan Padi/jagung, dll)

1. penggilingan padi
2. penepung biji-bijian

04.02.02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat
Produksi dan pengolahan peternakan,
kandang, dll)

1. kandang ternak
2. mesin pakan ternak
3. mesin penetas telur
4. pencacah pakan ternak

?



5. pelatihan Kader Keamanan Pangan
Desa

6. sosialisasi keamanan pangan
kepada masyarakat dan pelaku
usaha pangan

7. pengadaan bibit/induk ternak
8. pengadaan pakan ternak

04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat
Kampung (Lumbung Kampung, dll)

1. perbenihan tanaman pangan
2. pengadaan pupuk

04.02.05 Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi
Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *

1. sosialisasi TTG
2. Percontohan TTG untuk produksi

pertanian
3. pelatihan teknologi tepat guna

04.02.06 Pembangunan Saluran Irigasi
Tersier/Sederhana

irigasi Desa

Sub Bidang
Pemberdayaan
Perempuan,
Periindungan
Anak dan
Keluarga

04.04.01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan

1. pelatihan dan KIE tentang
pencegahan dan penanganan
kekerasan pada perempuan dan
anak, termasuk tindak pidana
perdagangan orang

2. pelatihan kepemimpinan
perempuan sebagai bagian dari
musrenbangdes

3. pelatihan bagi kader Desa tentang
gender

04.04.02 Pelatihan/Penyuluhan Periindungan Anak 1. kampanye dan promosi hak-hak
anak, ketrampilan pengasuhan
anak dan periindungan Anak serta
pencegahan perkawinan anak

2. pelatihan keterampilan
periindungan anak dan
keterampilan keija bagi remaja
yang akan memasuki dunia keija

3. pelatihan dan KIE tentang
pencegahan perkawinan anak

1



4* 4. pelatihan kader/pendamping
forum anak (atau kelompok anak
lainnya) terkait hak anak,
ketrampilan memfasilitasi anak,
dan pengorganisasian

5. pelatihan anggota forum anak
terkait hak anak, data dasar Desa,
aset Desa, pengorganisasian,
jurnalis warga, dan isu anak
lainnya

04.04.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
(penyandang disabilitas)

1. alat bantu penyandang disabilitas
2. Sosialisasi dan advokasi sarana

dan prasarana yang ramah
terhadap anak penyandang
disabilitas

3. pengelolaan kegiatan rehabilitasi
bagi penyandang disabilitas

4. pemberian bantuan biaya
pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus

04.04.90 Pemberdayaan Petugas Registrasi Kampung
untuk Perlindungan DataKeluarga (Kepastian
Kepemilikan Identitas Hukum)

advokasi pemenuhan hak anak,
perempuan, difabel warga miskin dan
masyarakat marginal terhadap akses
administrasi kependudukan dan
catatan sipil

Sub Bidang
Dukungan
Penanaman
Modal

04.06.01 Pembentukan BUMKampung (Persiapan dan
Pembentukan Awal BUMKampung)

pendirian BUMDesa dan/atau
BUMDesa Bersama

04.06.90 Penyertaan Modal BUM Kampung 1. penyertaan modal BUMDesa
dan/atau BUMDesa Bersama

2. penguatan permodalan BUMDesa
dan/atau BUMDesa Bersama

04.06.92 Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik
Kampung

1. mesinjahit
2. peralatan bengkel kendaraan

bermotor



3. mesin penepung ikan
4. mesin penepung ketela pohon
5. mesin bubut untuk mebeler
6. mesinpackaging kemasan
7. roaster kopi
8. mesin percetakan
9. mesin sangrai kopi
10. pemotong/pengiris buah dan

sayuran
11. pompa air
12. traktor mini
13. pelatihan pengelolaan air minum
14. pengelolaan air minum
15. pengelolaan pariwisata Desa
16. pengolahan ikan (pengasapan,

penggaraman, dan perebusan)
17. pameran hasil usaha BUMDesa,

usaha ekonomi masyarakat
18. kerjasama perdagangan antar

Desa
19. kerjasama perdagangan dengan

pihak ketiga
20. Pelatihan teknik pemasaran

online
Sub Bidang
Perdagangan
dan
Perindustrian

04.07.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar
Kampung/Kios milik Kampung **

1. pasar Desa
2. pasar sayur
3. pasar hewan
4. tempat pelelangan ikan
5. toko online

Sub Bidang
Perdagangan
dan
Perindustrian

04.07.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampin
gan kelompok usaha ekonomi produktif
(pengrajin, pedagang, industri rumah tangga,
dll) **

1. pelatihan penggunaan perangkat
produksi barang/jasa kreatif,
seperti mesinjahit, alat ukir,
kamera, komputer, mesin
percetakan



2. pelatihan kepada pelaku ekonomi
kreatif untuk berpromosi baik di
media online atau offline

3. pelatihan pelaku ekonomi kreatif
pemula bagi masyarakat Desa

4. pembentukan usaha ekonomi
masyarakat

5. pembentukan dan pengembangan
usaha industri kecil dan/atau
industri rumahan

6. bantuan sarana produksi,
distribusi dan pemasaran untuk
usaha ekonomi masyarakat

7. pelatihan usaha pertanian,
perikanan, perkebunan, industri
kecil dan perdagangan

8. pelatihan industri rumahan

5 BIDANG
PENANGGULANGAN
BENCANA,
DARURAT DAN
MENDESAK
KAMPUNG

Sub Bidang
Penanggulangan
Bencana

05.01.01 Kegiatan Penanggulangan Bencana 1. kegiatan tanggap darurat bencana
alam

2. pembersihan lingkungan
perumahan yang terkena bencana
alam

3. rehabilitasi dan rekonstruksi
lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam

4. P3K untuk bencana
5. penyediaan layanan informasi

tentang bencana
6. pelatihan kesiapsiagaan

masyarakat dalam menghadapi
bencana

7. pelatihan tenaga sukarelawan
untuk penanganan bencana

f
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8. pelatihan pengenalan potensi
bencana dan mitigasi

05.02.01 Penanganan Keadaan Darurat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di
Desa

iUPATIiBENER MERIAH


